BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan
maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan akuntansi terhadap aset biologis tanaman pangan (padi dan
jagung) diakui sebesar nilai wajar atau harga pasar pada saat pemerolehan
atau pembelian.

2. Pengukuran aset biologis pada UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan
Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan didasarkan pada
akumulasi dari analisa biaya tanaman per ha pada saat pelaksanaan
kegiatan perbanyakan benih tanaman pangan, dimana belum memenuhi
standar harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi dapat menutupi
biaya produksi minimal sehingga tidak mengalami kerugian, dan tidak
terdapat penyusutan untuk aset biologis sehingga nilainya tetap dari tahun
ke tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengukuran aset biologis
berdasarkan IPSAS 27 yang mengukur aset biologis berdasarkan nilai
wajar dikurangi biaya untuk menjual. Adapun perbedaan total persediaan
dalam neraca dikarenakan instansi melakukan perhitungan penjualan tidak
menggunakan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Dimana secara finansial biaya yang dikeluarkan dan total penerimaan yang

didapat olen UPTD memperoleh keuntungan apabila instansi dapat
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6.2

1.

mencapai target produksi dan menjual sesuai dengan standar harga yang

ada ataupun lebih dari BEP harga produksi per Ha.

Pengungkapan aset biologis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur mengungkapkan atau melaporkan aset
biologis dalam kelompok aset lancar yaitu persediaan (persediaan bahan/
bibit tanaman), sedangkan pengakuan aset biologis pada IPSAS 27
diungkapkan dalam aset tidak lancar dan dijabarkan secara deskriptif
naratif dan kuantitatif.

Saran

Berkaitan dengan hasil analisis dan kesimpulan yang telah di
uraikan, maka adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam hal pengukuran, instansi seharusnya mengukur menggunakan nilai
wajar (fair value) atau disebut sebagai harga pasar, agar mempermudah
perhitungan analisa biaya dan menyesuaikan dengan kemampuan
konsumen pada saat entitas menjual aset tersebut.

Dalam hal pengungkapan aset biologis harusnya dicatat secara rinci pada
laporan keuangan dan dijabarkan akunya terdiri dari aset biologis berupa
tanaman pangan dan hortikultur serta jenis dan jumlah aset biologis
tersebut. Serta umur manfaat dan tarif penyusutan serta rekonsiliasi jumlah
tercatat pada awal dan akhir periode agar dapat mengungkapkan aset

biologisnya secara rinci.
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3. Harus adanya pengelompokkan substansi biaya dengan komposisi biaya
tetap dan biaya variabel agar dapat menghitung dengan rumus BEP
produksi dan harga yang general. Sehingga dapat mengetahui dengan pasti
batasan minimal produksi per ha suatu benih dan harga jual yang relevan
dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

4. Diharapkan entitas perbanyakan benih dapat menjualnya sesuai dengan
harga yang ditentukan ataupun mendekati harga tersebut agar
mendatangkan keuntungan yang nantinya menjadi pendapatan bagi
pemerintah.

5. Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini diharapkana agar dapat
dilanjutkan oleh peneliti selanjutkan terkait dengan topik bahasan yang
sama, dan mampu memperoleh data berupa harga satuan dari aset biologis
untuk memberikan contoh penerapan nilai aset biologis dengan

menggunakan konsep nilai wajar secara tepat.
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